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UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

CATATAN

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban
melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana,
terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin
pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan
pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum Undang-undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan yang memuat penambahan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat sebagai salah satu jenis  Peraturan
Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perluasan cakupan perencanaan
Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda
melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan
Peraturan Perundang- undangan lainnya; pengaturan mekanisme pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu
persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; dan penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik
dalam Lampiran | Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 12 Agustus
2011.



